
PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

PROVINSI MALTJKU UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan
desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyaxakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan

-Pasal 119 Und^g-Undang Nomor 6 Tahun 2014 -tentang Desa, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 43' tahun 2014 tentang Peraturan

Iw Pelaksanaan Undang-Und^g Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,'
perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah
tentang Penyelenggaraan Desa;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3420);

2. Undang - Unaang Nomor c54 'i'anun 2UUU tentang peruDanan
atas Undang- Undang Momor 18 tahun 2007 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4048);

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Hamahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4262);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

tentang



. . 6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

• • • 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
V' " V\ •'• - Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014

"pk. J -Vov .teriteng Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Tambahan Lembarari^^fegara . Republik•^Indon^sia

" 5539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor" 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
2092);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
, '^'^''tent^g^''Pengelola^ -Ketlang^ '- Des^'JBerita Neg^a Republik

" P^-'''''indbhesia'2093);ivi'.'u 2u--. r rir:-
nMd^r~-ur:":=r!p

- -- Daiam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun
2015 Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 158).

Denmn Persf^tujuan Bersnmn

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HALMAHBRA TENGAH

Dan

BUPATl HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.



3. • Biipati adalah Bupati Halmahera Tengah.

4. DeWkii'Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dew^ Perwakilari Ral^at Daerah
Kabup^ten Halmahera Tengah.

5. - Keeamatan adalah wilayah keija camat sebagai perangkat daerah Kabupaten
Haltn^era Tengah.

\6: • Eiesa 'S&al^ desa dan desa adat ateu yang disebut dengan nama .lain,
-^•ytotftfiVa.^iSebut-Desa/adalah kesalutomasyarakat hukum

:v-f-„.:rfy:=-i^%--batas ^wilayah"^y^g-"&erwenan^-tintuic^inengatur -darr' mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan- masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi :
Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, P.elaporan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Desa yang dilaksanakan
pleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan dan dibantu oleh perangkat
Desa.

10. i^j^ai^-'Pehdapat^'dan. Belaiiija'Desa selaryutnya disingkat APBDesa
keu^gah tahunan pemerintahan DesaT -

11. Aset Desa adalah kekayaan milik desa yang berasal dari kekayaan ash Desa,
Anggaran Pendapatan Belanja Desa, atau perolehan hak lainnya yang sah.

12. Kekayaan Milik Desa adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak.

13. Pengelolaan Kekayaan Milik Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari
perencanaan, pengadaan, penggunaan, kodefikasi, pemanfaatan,
pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,
penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian kekayaan miUk desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa
sebagai pemegflTiff keVi saari dibsnhi nifVi pprnncxirai-n#»<sc>

14. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

15. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah Dana Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang
di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan
Pembangunan, pemebinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan
Masyarakat.

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten dala-n
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana
Alokasi Khusus.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama
masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan enam tahun.

18. Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTDes) atau yang disebut Rencana



Rvp='I^elj'a''-^Perherirttah '' Desa •• pKPDes) adalah penjabaran dari Rencana
. Pembangunan.Jangka Menengah. Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 1

-, (satu) tahun.

19. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan
„, -usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang
JOcj;idipisahkan guna mengelola a^t, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk
^sdcir^jgbes^^esamya kesejahteraan masyarakat Desa. •' i

BAB n

PBNYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Pemerintah Desa

Pasal2

(1) Kepala desa atau sebutan lain dibantu oleh perangkat desa atau sebutan
lain;

(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa.

i _ . Ba^an KeduaAn^^v-vr. * • ^ .. . Wewenang-Kepala Desa

.- t -• 3

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa
berwenang;

a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa;

c. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

d. Mcnetapl.an Peraturan Dasrah;

e. Menetapkan Angggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;

g. Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;

h. Membina dan meningkatkan Perekonomlan Desa serta
Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk
sebesar-besamya kemakmuran masyarakat Desa;

i. Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa;

j. Mengusulkan dan Menerima Pelimpahan sebagian Kekayaan Negara guna
meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa;

k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;

1. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

m.Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

n. Mewakili Desa di dalam dan di luar Pengadilan atau menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan



» ?. *•••- y.zv'^o. Melaksan^an'^wewen^g'.laih yang'-'sesuai-'dengan keterituan-^peraturan
•r^.perundang-undangan. • _ --

Kak dan Kewajiban Kepala Desa

, Pasal 4

Pasal 2,. Kepala Desa
rh^f

(1) Mengusulkan stxuktur organisasi dan tata keija Pemerintah Desa;

(2) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

(3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya
yang sah, serta' mendapatjaminan kesehatan;

(4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

(5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada
perangkat Desa.

Pasal 5

D^^.melaksanakan tugas K^pald'Desk'berkewajibari.:.

teguh4^*nieng^^"k^'"Panca^ melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara RepUblik Indonesia Tahun 1945, serta '
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

(2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

(3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

(4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

(5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

(6) Melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa vane akuntabel. transoaran.
professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, kompsi dan
nepotisme;

(7) Menjalin keija sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
di Desa;

(8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

(9) Mengelola Keuangan dan Aset Desa;

(10) Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

(11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

(12) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pesa;

(13) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

(14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

(15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan
hidup; dan

(16) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

in
_,



iij. ; Stxuktur Organisasi

Pasal 6

(2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala
Pesa sebagai unsur pimpinari, sekretaris desa sebagai unsur pembantu

';VW- pimpinan dan administrasi, urus^ sebagai unsur sekretariat, seksi sebagai
='keM^sihanv.

(3) Urusan, seksi, dan pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari 2 (dua) urusan, 3 (tiga) seksi, dan 4 (empat) pelaksana
kewilayahan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dan Tata Keija
Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pasal 7

(1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran
disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
seteiah berakhirnya tahun anggaran.

• Dala-.(2)i"eI«aporaji:G:iiDeiiyelenggaraan-;^3pemerint^^.; desa akhir • masa- jabatari
•.j • / \. "jii^^P^k^ kepada Bupati_meJ^^^ C^at selambat-lambatnya 5 (lima)

(3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun
anggaran disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan seteiah berakhirnya tahun anggaran.

(4) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam
melaksanaan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

(5) Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada
masyarakat desa secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan seteiah
uciaiCiiiiiiya taaiUii ai'i^gaicui uoxigeui ccuo. papai'i pciigUiiiuiiifciii, ifctUiL*
komunitas, dan media lainnya.

(6) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hams dievaluasi oleh Bupati dan digunakan sebagai dasar
pembinaan lebih lanjut.

(7) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati
dapat membentuk tim evaluasi.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Desa
diatur dalam Peraturan Bupati.



, BagianKedua.
r, Peniilihan KepaJia Desa

^sal 8

Tata Cara Pemilihan

i-' (1)" Pel^^aha^ Pe^lihan Kepala Desa sec^a serentak dilakssbakan sebanyak-
' - '̂ bahyalmya 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 tahun berdasarkan kondisi

Kepala Desa^ dengan interval waktu p^ing lama
yelak::-;

(2) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud ayat (1)
terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, maka diisi dengan Penjabat Kepala
Desayang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten.

Pasal 9

(1) Bupati membentukTim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten.
(2) Tim Fasilitasi pemilihan kepala desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan

pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
, ^^b._rn„elakul^.^ telgns;pei^s^a^^ gemilih^ ke^jala des|.^terhadap

':r''"':'p^itikpemiiiHah"-tepala '̂(Jes^ ^ V
a;.,! r1 ^.V,, tethads^'C^on Kepala'Desk

^finehetkpkan jiimlah surat su^a dan kotak suara;
e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta

perlengkapan pemilihan lainnya;
f. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan

lainnya kepada panitia pemilihan;
g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat

kabupaten;
h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan

Bupati.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

a. Persiapan;
b. Pencalonan;
c. pemungutan suara;
d. Penetapan.

Tahapan Persiapan
Pasal 11

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a,
terdiri atas kegiatan:



• ' a; pemberitahuan Badah Permusyawaralan Desa kepada Kepala Desa tentang
• akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa

jabatan;
-b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan

Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan
(i; ~ akhir-masa jabatan; • .

I, ,--r. .
.. .w;._ . .i'lii'.'I j .f. , di-iin ..'•-i-lr. . i ... - .''_c

.Pasal 12-"

Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga

Tahapan Pencalonan
Pendaftaran Calon

Pasal 13

(1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b,terdiri
dari kegiatan :

a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon selama 9 (sembilan) hari;

-..-b;;; Peri^Iitiah^kelen^fepan^persy^taji "adrninistrasi," kl^fikasi, penetapan-
r-.rG..!. d^rpengum.uman^nama- calon,"selama-20 (dua puluh) hari;

p •' . fv-

c. Pelaksanaan Tes Kompetensi oleh Tim Fasilitasi Kabupaten;

d- Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b
ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan sebanyak-
banyaknya 5 (lima) orang calon Kepala Desa.

e. Penetapan daftar pemilili tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

f. Kampanye selama 3 (tiga) hari;

g. Masa tenang selama 3 (tiga) hari.

(2) Tes Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf c diatur tersendiri
dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia; dan terdaftar sebagai penduduk dan
bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum
pendaftaran;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;

f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;



.g? rtid^>:pemah-dijatuhi- pidana penjara berdasarkan putusan-pengadilan^yang
telah-irtempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,

h. tida;k sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan-pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

'i. •berbad^ sehat;

j. tidak pemah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
-k. ..syaratlain yang diatur dalanii Peraturan Bupati.

Pasal 15

1) Tahapan Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c
terdiri dari kegiatan : -- - •

a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

b. Penetapan calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak dan dalam hal
calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari satu orang,
calon terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran wilayah perolehan suara yang
lebih luas.

(2) Tahapan Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri dari

'a. " Laporari panitia mengehai calon terpilih kepada BPD 7 (tujuh) hari
setelah pemungutan suara;

b. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati/walikota 7 (tujuh)
hari setelah menerima laporan panitia;

c. Bupati menerbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Kepala Desa
30 hari sejak diterima laporan dari BPD

d. Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih 30 hari sejak diterbitkan
pengesanan aengan urutan acara peiantiKan sesuai Ketentuan peraturan

perundangan.

(3) Dalam hal teijadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib
menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 16

Masa Jabatan Kepala Desa

(1) Masa jabatan Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelantikan dan apabila
yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatan atau
diberhentikan dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

(2) Periodesasi masa jabatan adalah 3 (tiga) kali masa jabatan termasuk masa
jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku di seluruh wilayah Halmahera Tengah

(4) Kepala desa yang telah menjabat 3 (tiga) periode masa jabatan tidak dapat
mencalonkan kembali sebagai kepala desa.



« Pasal 17

(-1) Kepala. besa yang akan mencalonkan diri kembali diberikan cuti sejak
/ pendiaJt^^ sebagai bakal calon sampai dengan selesainya pelaksanaan

~" pemillhan".

terpilihnya Kepala desa yang baru.

Calon Kepala Desa dari PNS
Pasal 18

(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa
harus mendapatkan ijin tertulis dari pempinan instansi induk ditempat
bekeija.

(2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih
dan diangkat menjadi Kepala Desa yang bersangkutan akan dibebaskan
sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa
kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

•'(3);' Pegawai'Negeri SipiLsebagaimana dimaksud ayat (1). tetap berhak menerima"
r:'j';-i^i;>:-h^-hak seb^ai Pegawai Negeri Sipil. "

Calon Kepala Desa dari Perangkat Desa
Pasal 19

(1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa
diberhentikan sejak yang bersangkutan mendaftar menjadi bakal calon
Kepala Desa.

(2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh
Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan-Kepala Desa.

Pemberhentian Kepala Desa
Pasal 20

(1) Dalam hal Kepala Desa yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan
sendiri, melanggar larangan, tidak memenuhi persyaratan, tidak
melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6
bulan dan tidak lagi memenuhi persyaratan, sisa masa jabatannya tidak lebih
dari 1 (satu) tahun, BPD melaporkan kepada Bupati dan selanjutnya Bupati
mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai
penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

(2) Dalam hal teijadi kebijakan moratoriu n atau penundaan pelaksanaan
Pilkades, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan
diangkat penjabat sementara.

Pasal 21

mjut mengenai ta
Peraturan Bupati.
Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara pemilihan Kepala Desa diatur dengan



Bagian Keenam
Pakaian Dinas, Atribut dan Penghargaan

Pasal22

(1) Kepala iDesa dan Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut
' -lasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.2) (2).usPemerihtah-. .Da:erah ,Kabupaten dapat; memberik^..penghargaan _kepada
Pefangkat.Desa^yang- berprestasi-dan/atau-yang-::memasuki:

akhir masa tugas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas, atribut, dan penghargaan
kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati^

Bagian Ketujuh
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 23

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan
mekanisme sebagai berikut:
(1) Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa melakukan penjaringan dan

penyaringan calon perangkat desa.
(2) ^ C^on p_erangka.t desa dilengkapi dengan riwayat hidup.

'̂ ;-;'\.(3p-e'jCepaiapDesa j'darL'selq-etaris,.,des^^ --
• pengangkatan dan pemberhentfan perangkat

. desa.
(4) Kepala Desa melakukan konsultasi tentang pengangkatan dan

pemberhentian perangkat desa dengan camat.
{5) Camat memberikan rekomendasi tertulis tentang calon perangkat desa yang

telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
(6) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5] calon perangkat

desa diangkat dengan keputusan Kepala Desa.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian

perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Penghasilan Pemerintah Desa
Pasal 24

(1) Kepala desa dan perangkata desa memperoleh penghasilan tetap setiap
bulan.

(2) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersumber dan dana perimbangan dalam Aiiggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara yang diterima oleh kabupaten dan ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten.

(3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa
dan perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja desa.

(4) Selain penghasilan tetap sebagaimam. dimaksud pada ayat (1) kepala desa
dan perangkat desa memperoleh jananan kesehatan dan dapat memperoleh
jaminan lainnya yang sah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dalam peraturan Bupati.



( ;

Larangah Kepala Desa
Pasal 25

Kepala Desa dilarang;
a. _Merugikan.kepenting^ umum; ......

.... ;jD. :Meniliuat keputusan yang menguntungkan din sendiri, anggota keluai^ga,
. pih^ l^n, dan/atau golongan tertentu; ,

tugas, h^, dan7,ata,u'ifewa^^^
'd"''Wel'ffiikan* tffidaCan "di'skriinmafif ""tcrhaciap"* w^ga dan/ateu gblohgan

masyarakat tertentu;

e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,

dan/atau jasa dari pihak Imn yang dapat mempengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya;

g. Mengurus pengurus partai politik;
h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan

Permusyawarataji Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ICabupaten/Kota, dan jabatan lain
yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan;

;v_j.,.Ikut.^rta_dan/atau terlibat daijam kanipany^ pemilihanjumum..dan/atau-joj- da6rah;'\ - / " .•

"Melahggar sumpah/janji jabatan; dan
1. Menin^alkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari keija berturut-turut tanpa

alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sanksi

Pasal 26

(1) Kepala Desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa
teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2) Penetapan sanksi admistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Bupati;

(3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat
dilanjutkan dengan sanksi pemberhentian.

PARAGRAF II

BADAN PBRMUSYAWARATAN DESA

Pasal 27

(1) Kepala Desa Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan
panitia Pemilihan Anggota BPD

(2) Panitia pemilihan anggota BPD terdiri dari Perangkat Desa, lembaga
kemasyarakatan, kepala dusun dan 12unsur masyarakat

(3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan
penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dilaksanakan 3 (tiga)
bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir



(4| Hasir.Penjaringan seb^aimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan bakal -
calon menjadi calon anggota BPD sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dari
jumlah anggota BPD yang direncanakan

" -Penefttuan^ calon anggota BPD dilaksanakan melalui musyawarah atau dipllih
langsiing

.,(6) Hasil Musyawarah/pemilihan sebagaimana „dim^sud. .pada.. ayat (5).
,,^_disampaikan'; oleh Kepala Desa kepada Biipati untuk "diresmikan ^sebagai

a^i^ggota .BPD- sebagaim^a'-"dim^>u^ •aJat-\(6). jditetapka^
dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya
laporan hasil musyawarah/pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa

(8) Sumpah Janji anggota BPD dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak diterbitkannya keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD.

Pasal 28

(1) Badan Permusyawaratan Desa Terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu)
orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekertaris;

(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh
anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara
khusus.

.;.(3)-- Rapat-Pemilihan. Pimpinan BPD untuk .pert^ma kali -dipimpin-oleh-anggota
•V b'^iiteftua^dan dibsfntu-oleh an^ota fermuda. >••• •

... ~ . Hak dan kewajiban Anggota BPD
Pasal 29

Badan Permusyawaratan desa berhak :

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan
desa kepada Pemerintah Desa;

b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masvarakflf dpsa:

c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari
anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 30

Anggota BPD berhak :
a. Mengajukan usul rancangan peraturan desa;
b. Mengajukan pertanyaan;
c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. Memilih dan dipilih;dan
e. Mendapat tunjangan dari Ang^^aran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 31

Anggota badan permusyawaratan desa wajib :
a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan



(4) umemelihatara .-Keutuhan Negara. Kesatuan, .Republik- Jpdorw^ia.4^. Biypeka
: Tunggal Ika; ...

b. Melaksanakan ^kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam
pehyelenggaraan Pemeriritahan desa; • ' " " •

c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti as^irasi
rtiasyarakat desa; V"- - . . / •

d." Mehdahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan
r "O :iA .:i -Jiri.-i (6i riiteta^kan

e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyar^at desa; dan
f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan keija dengan Lembaga

Kemasyarakatan Desa.

Pasal 32

Anggota BPD dilarang : •
a. Merugikan kepentingan umum,meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan

mendiskriminasikanwarga atau golongan masyarakat desa;
b. Melakukan korupsi, kolusi,dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau

jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya;

c. Menyalahgunakan wewenang;
di vMelanggar-sumpah/janjijabataan; _ _ - ^

•^"'^.er^ngfcip-jabatan seba^ai'kepala'desa dan perangkat desa." • - , - . ^
f. Merangkap sebagai a^^ota dewan perakilan ra^at republik Indonesia, dewan

perwakilan perwakilan'daerah republik'iridonesia, dewaii perwakilan rakyat'
daerah propinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten dan jabatan
lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

g. Sebagai pelaksana proyek desa;
h. Menjadi pengurus partai politik;dan/atau
i. Menjadi anggota dan /atau pengurus organisasi terlarang.

Pexnberhentian Anggota BPD
Pasal 33

(1) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD bam
mengucapkan sumpah janji.

(2) Pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD antar waktu, ditetapkan
dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa.

(3) Pengaturan lebih lanjut tentang pengangkatan/pemberhentian dan
penggantian antar waktu anggota BPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

(1) Peraturan tata tertib BPU memuat:

a. Waktu musyawarah BPD;

b. Pengaturan tentang Pimpinan mus3^warah BPD;

c. Penetapan tata cara musyawarah BPD;



Indonesia dan Bhineka '

e. Pembuatan berita acaramusyawarah BPD;

' (2) Penetapan waktu musyawarah sebagaimana dimaksiid pada^ayat (1) huruf a
meliputi pelaksanaan jam musyawarah, tempat liiusyawarah, jenis

•_musyaWarali d^ daf^kehadiran,anggol^BPD -.nv. -'-; ir-i -M-.r/,,- rian

& Tpengaturan pimpinan-musyawarah BPD;,siebag^maJia dim&ksui^^^
ayat (1) huruf b meliputi penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan
dan anggota hadir lengkap, penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua
BPD berhalangan hadir, penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan
wakil ketua berhalangan hadir, penetapan secara fungsional pimpinan
musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan
penggantian anggota BPD antar waktu.

(4) Penetapan tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf 0 meliputi tata cara pembahasan rancangan peraturan desa, konsultasi
tentang rencana dan program pemerintah desa, tata cara tentang pengawasan

kineija Kepala Desa, tata cara penampungan/penyaluran aspirasi masyarakat.

(5j ^Penetap^,. tata laks^a hak menyatakan pendap_at. BPD . sebagaimana
- T,. "di^&su'd (1)/: huruL jd_. ..meUputi... pe^^eri^ pandanga^ .terhadap

. •..pelaksanaan. pemerintahan. desa,. mendengar .jawab^/pen^pat kepal^. desa
atas pand'angari BPD, BPD membenkan" p^dahgan- aldiir/'.'at^s^::-
jawaban/pendapat kepala desa.

(6) Penetapan Pembuatan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf e meliputi pembuatan notulen rapat, pembuatan berita acara,
bentuk berita acara, penandatanganan berita acara, alamat penerima berita
a.cara.

(7) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai
dengan ayat 6 BPD dibantu oleh sekretariat BPD, yang dipimpin oleh

selcretaris BPD.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib BPD diatur dengan Peraturan
Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah.

r.;

Pasal 35

(1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan, uang rapat, serta biaya
operasional.

(2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

(3) BPD berhak memperoleh pembekalan melalui pendidikan dan pelatihan,
sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.



r(4)\j?emeriiit^/''-\Pemerin -^Provinsi' "-.dan 'PemerintaH' Kabupaten dapa:t
memberikan penghargaan kepada Pimpinan dan anggota BPD yang
b'etprestasi.

• LEMBAGA KBMASYARAKATAN

PembentukiEin, Tu£^s Pokok'dan Puhgsl ' : 7-.
Pasal 367

13)dibentak-afes Bgi^aife^pemeriritffi^e®.d^ .
masyarakat.

(2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 37

(1) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 seperti RT,
RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM atau yang disebut dengan nama
lain.

(2) Seluruh program-program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang
melibatkan masyarakat wajib memberdayakan dan mendayagunakan
Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat

"(3) ^ 'Pemerihtah- D6sa dalam "melaksanakari^sefegminana'dim^^ (2)
- dapat.'rrid^ Lembaga'Kem^^ar^at^^^g'~^nr'^&

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). '' ' " -- -

(4) Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:
a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat

dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada

masyarakat;
d. Pen5aisunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan

pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e. Penumbuhkembangan dan pengeerak orakarsa. Dartisioasi serta swada\'a

gotong royong masyarakat; dan
f.Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan kesehatan,

pendidikan, usaha keluarga, ketanagakeijaan;
g. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan usia

dini, kepemudaan, dan perempuan.

Pasal 38

Pembentukan Lembaga adat desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat
Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan
Daerah.



,|4}'P'?Pembinaan-dan P^tigawasa^L' v:'Mnnyj.
Pasal 4Q-.

(1) Pemerintah Provinsi dalam rangka pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai fungsi memberik^
pedoman pelaksaan tugas^dan pembantuan dari Provinsi, bantuan keuangan

. dari Pemerintah Provinsi, memfasilitasi pen3nisunan dan pengawasan
. -T J^jPeratiiran- Daer^^^Kabupaten#,^md^san^ .pendidikaa dan^,;pH^h^; ^

tertentu skala provinsi, melakukan upaya - upaya percepat^ atau ai^elarasi
pembangunan perdesaan antar Kabupaten.

(2) Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan .desa memberikan pedoman pelaksanaan
tugas pembantuan dari Kabupaten ke desa, memberikan pedoman
penyusunan dan pengawasan peraturan desa, peraturan kepala desa dan
peraturan bersama kepala desa, memberikan pedoman penyusunan
perencanaan pembangunan partisipatif yang melibatkan kelembagaan
masyarakat desa, mengawasi pengeloalaan keuangan desa dan menetapkan
alokasi dana desa dan pendayagunaan aset desa dan melakukan upaya-
upaya percepatan akselarasi pembangunan perdesaan.

. .-"(3) tugas .dan .fungsi- Camat dalam rangka pembinaan dan pengawasan

a. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peratuf^ kepaJa'desa;''
b. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang -

undangan;

e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. Memfasilitasi pelaksanan tugas dan fungsi BPD;
h. Memberikan pedoman dan rekomendasi bagi pengangkatan perangkat

desa;

i. Memfasilitasi sinskronisasi perencanaan, pembangunan daerah dengan
pembangunan desa;

j. Memfasilitasi dan memberikan petunjuk dalam penetapan lokasi
pembangunan kawasan;

k. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

1. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga
kemasyarakatan;

m. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n. Mem^'asilitasi keijasama antar desa, penataan dan pemanfaatan dan

pendayagunaan ruang desa serta penetapan dsn penegasan batas desa;
o. Memfasilitasi penyusunan program dan Pelaksanan pemberdayaan

masyarakat desa.



« -n-;:-: ADMINISTRASI DESA
BABK

Jenis Dan Bentuk Administrasi Desa

-Pasal 41-

Jenis administrasi desa terdiri dari:

SL. •.'Administrasi umum;" "• " " ' V "
b, - '.Admihisj^asi penduduk; '

d. Administrasi pembangunan;
e. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa(BPD); dan
f. Administrasi lainnya.

Pasal 42

(1) bentuk administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a
terdiri dari:

a. Buku data peraturan desa;
b. Buku data keputusan desa;
c. Buku data inventaris desa;

d. Buku data aparat pemerintah desa;
(b; U.V& .BukuVdata.-tanah'imilik'desa/tanah-l^s-desa;'\i-Hri iiaii jjcfi^avvHcf-ati

•_ ,f.Buku-data tanah-di^desa; -
• g. Buku agenda; dan .v \f

h. Buku ekspedisi.
(2) bentuk administrasi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf

b terdiri dari:

a. Buku data induk penduduk desa;
b. Buku data mutasi penduduk desa;
c. Buku data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan; dan
d. Buku data penduduk sementara.

(3) buku administrasi keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 41
liuruf c Lci'din dan :

a. Buku anggaran penerimaan;
b. Buku anggaran pengeluaran rutin;

c. Buku anggaran pengeluaran pembangunan;
d. Buku kas umum;

e. Buku kas pembantu penerimaan;
f. Buku kas pembantu kas pengeluaran rutin; dan

g. Buku kas pembantu pengeluaran pembangunan.
(4) bentuk administrasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41

huruf d terdiri dari:

a. r.uku rencana pembangunan;
b. Buku kegiatan pembangunan;
c. Buku inventaris proyek; dan
d. Buku kader-kader pembangunan/pemberdayaan masyarakat.

(5) . bentuk administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 huruf e terdiri dari:

a. Buku data anggota BPD;



♦ b. Buku data keputusan©PD
c. Buku data kegiatan BPD;

- d. Buku agenda BPD; dan
e. Buku ekspedisi BPD.

Pasal 43

Jenis dii bentuk administrasi lainnya sebagimana dimaksud dalam Pasal 41
huruf f dapat ditambah sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 44

Model,bentuk, dan tata cara pengisian buku administrasi desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

(1) pemerintah kabupaten dan camatwajib membina dan mengawasi
,p.elaksanaan. gdminisjxasi desa;. ^

^2): ^anbrnaan"dar>-peng^^ dimaksud
,padaayat.(l) meliputi; " ^ A:" -
a. Meiietapkan pengaturan yang berk^tan dengan admiriistrasi'desa;
b. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan administrasi desa;
c. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa; dan
d. Memberikan bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan

administrasi desa.

(3) pembinaaan dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Memfasilitasi administrasi desa;

b. Melakukan pengawasan administrasi desa; dan
c. Memberikan bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan

administrasi desa.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Semua ketentuan peraturan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib
mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Peraturan
Daeiah ini.

Pasal 47

Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
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Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain
•yang .pemah ada dan bertent^gan deng^ . Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Pemerintah pesa-, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diund^gk^ di Weda
pada tanggal 19 April 2016
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

HALMABC^A TENGAH

Ir.J

LEMBARAN dIePJ^H KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 8

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 3 Februari 2016

BUPATl HALMAHERA

TENGAH,

M. ALYASIN ALI
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